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ABSTRAK 

Fahrurrozaki. 2018. Tinjauan Sadd Al-dhri >‟ah Terhadap Perundanggan Di 

Indonesia Tentang larangan Impor Pakaian Bekas.Skripsi. Jurusan 

Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri 

(IAIN) Ponorogo. Pembimbing M.Harir Muzakki, M.H.I 
Kata Kunci: Sadd Al-dhari‟ah, Pakaian Bekas, Impor, Larangan. 

Pelaku Usaha menurut Undang- Undang Nomor 7 Tahun2014 tentang 

Perdagangan Pasal1(Ayat14) mengatur tentang setiap orang perseorangan warga 

negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan 

badan hukum yang didirikan dan Berkedudukan dalam wilayah hukum Negara 

Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha dibidang 

Perdagangan.Undang– undang No.7 tahun 2014 tentang perdagangan menyatakan 

bahwa setiap melakukan usaha atau berdagang ada   aturan hukum yang berlaku. 

Hal ini dimaksudkan bahwa peran perdagangan sangat penting dalam 

meningkatkan pembangunan ekonomi, namun dalam memenuhi kebutuhan untuk 

menghadapi tantangan pembangunan nasional sehingga diperlukan keberpihakan 

politik ekonomi yang memberikan kesempatan, dukungan, dan pengembangan 

ekonomi rakyat yang mencakup dengan koperasi usaha mikro, kecil, dan 

menengah. 

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1)Bagaimana 

tinjauan sadd al-dhari >‟ah terhadap peraturan perundanggan di Indonesia tentang 

larangan pakaian bekas impor? (2)Bagaimana tinjauan sadd al-dhari<’ah terhadap 
sanksi larangan impor pakaian bekas di perundanggan di indonesia? 

 Penelitian ini merupakan penelitian perpustakaan (libery reseach) yang 

menggunakan data-data kepustakaan.Metode analisis data ysng digunakan adalah 

analisis isi (content analys).Pada tahap awal, peneliti akan memaparkan teori dan 

data sesuai dengan rumusan masalah, kemudian mengklasifikasikan sadd al-
dhari<’ah yang terkandung dalam perundanggan di indonesia 

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: 1.Peraturan tentang larangan 

pakaian bekas impor ini hanyalah bermaksud menjaga masyarakat terhindar dari 

penyakit kulit. Dalam peraturan ini tidak pula terdapat kemudahan atau 

keringanan yang diberikan kepada subyek yang bersangkutan. Tujuan murni 

dalam peraturan larangan pakaian bekas impor murni untuk menjaga kesehatan 

masyarakat. Dengan demikian, pertaruan larangan pakaian bekas impor termasuk 

sadd al-dhari >‟ah karena merupakan upaya penerimaan terhadap segala sesuatu 
yang baik dan menghindari segala sesuatu yang jelek yang ditolak oleh akal 

sehat.2)Dilihat dari tujuannya, kebijakan larangan pakaian bekas impor ditetapkan 

berdasarkan kemaslahatan umum,sehin gga program larangan pakaian bekas 

impor sesuai dengan maqa>s}id al-shari>’ah dalam hal perlindungan kesehatan para 
konsumen, memenuhi kebutuhan masyarakat serta demi mewujudkan 

kesejahteraan masyarakat. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pelaku Usaha menurut Undang- Undang Nomor 7 Tahun2014 tentang 

Perdagangan Pasal1(Ayat14) mengatur tentang setiap orang perseorangan 

warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau 

bukan badan hukum yang didirikan dan Berkedudukan dalam wilayah hukum 

Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha 

dibidang Perdagangan. 

Undang – undang No.7 tahun 2014 tentang perdagangan menyatakan 

bahwa setiap melakukan usaha atau berdagang ada   aturan hukum yang 

berlaku. Hal ini dimaksudkan bahwa peran perdagangan sangat penting dalam 

meningkatkan pembangunan ekonomi, namun dalam memenuhi kebutuhan 

untuk menghadapi tantangan pembangunan nasional sehingga diperlukan 

keberpihakan politik ekonomi yang memberikan kesempatan, dukungan, dan 

pengembangan ekonomi rakyat yang mencakup dengan koperasi usaha mikro, 

kecil, dan menengah. 

Undang –Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan juga 

mendefiniskan pengertian impor adalah kegiatan memasukkan barang ke 

dalam daerah pabean. Kemudian pengertian illegal adalah tidak sah menurut 

hukum, dalam hal ini melanggar hukum, barang gelap, liar, ataupun tidak ada 

izin dari pihak yang bersangkutan.Dalam konteksnya, impor illegal pakaian 

bekas ini termasuk ke dalam perdagangan internasional, yaitu perdagangan 
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antar Negara berdasarkan kesepakatan bersama. Pengertian dari perdagangan 

internasional itu sendiri yaitu perdagangan yang dilakukan oleh penduduk 

suatu Negara dengan penduduk Negara lain atas dasar kesepakatan bersama. 

Penduduk yang dimaksud dapat berupa antar perorangan (individu dengan 

individu), antara individu dengan pemerintah suatu Negara atau pemerintah 

suatu Negara dengan pemerintah Negara lain. Perdagangan internasional telah 

terjadi selama ribuan tahun, dan dampaknya terhadap kepentingan ekonomi, 

sosial,dan politik baru dirasakan beberapa abad belakangan.Perdagangan 

internasional pun turut mendorong industrialisasi, kemajuan transportasi, 

globalisasi, dan kehadiran perusahaan multinasional.
1
 

Menurut Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen (UUPK) Pasal 1 angka 3 “pelaku usaha adalah setiap orang 

perorangan atau badan usaha,baik yang berbentuk badan hukum maupun 

bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan 

kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia,baik sendiri 

maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha 

dalam berbagai bidang ekonomi. 
2
 

Manusia sebagai makhluk sosial tidak bisa hidup sendiri, artinya manusia 

membutuhkan interaksi satu sama lain untuk memenuhi segala kebutuhannya. 

Salah satu bentuk interaksi yang dimaksud adalah transaksi jual beli dalam 

bidang muamalah.Muamalah dalam arti luas dapat didefinisikan sebagai 

                                                             
1 Adrian Sutedi, Aspek Hukum Kepabeanan, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.24 
2
Sri Rejeki Hartono. “Aspek-Aspek Hukum Perlindungan Konsumen dalam Kerangka 

Era Perdagangan Bebas,” .Hukum Perlindungan Konsumen. Bandung. Mandar Maju. 2000. 36. 
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aturan-aturan (hukum) Allah untuk mengatur manusia dalam kaitannya 

dengan urusan duniawi dalam pergaulan sosial.
3
 

Sumber hukum Islam yang disepakati oleh seluruh ulama yaitu Al-Qur’a<n 

dan Al-Hadi<th. Keduanya merupakan dasar lahirnya ketentuan hukum Islam 

dan merupakan teks-teks nas{s{ yang menjadi rujukan dalam menentukan 

hukum Islam itu sendiri. Sedangkan untuk ijma<‟ dan qiya<s merupakan dalil 

hukum, Karena keduanya bukan merupakan dasar lahirnya hukum Islam 

tetapi keduanya merupakan penunjuk untuk menemukan hukum Islam yang 

terdapat di dalam Al-Qur’a<n atau Al-Hadi<th. melalui upaya ijtiha<d.
4
 

Seiring dengan perkembangan zaman yang semakin modern, pada saat ini 

para ulama‟ dihadapkan pada sebuah kondisi di mana tidak mampu lagi 

menjawab permasalahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat yang 

semakin problematis, Maka dari itu mereka selalu melakukan upaya untuk 

menciptakan perangkat pembantu yuridis yang diharapkan mampu mengatasi 

masalah-masalah yang muncul, Salah satu ijtihad yang digunakan yaitu Sadd 

Al-dhari<„ah yang tetap dikembalikan kepada sumber hukum Islam. 

Aktivitas seorang muslim sehari-hari tidak bisa lepas dari permasalahan 

hukum Islam, baik ketika melakukan ibadah kepada Allah maupun kegiatan 

sosial di tengah-tengah masyarakat. Kegiatan ekonomi yang dilakukan tidak 

hanya berbasis nilai materi, akan tetapi terdapat sandaran transendental di 

dalamnya sehingga akan bernilai ibadah. Selain itu, konsep dasar Islam dalam 

kegiatan muamalah (ekonomi) juga sangat konsen terhadap nilai-nilai 

                                                             
3
 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007),  2. 

4 Abd. Rahman Dahlan, Us}hul Fiqih (Jakarta: Amzah, 2010), 113-114. 
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humanisme.
5
 Suatu hal yang paling mendasar dalam memenuhi kebutuhan di 

mana manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat melakukan kegiatannya 

sendiri tanpa berhubungan dengan manusia lain atau adanya interaksi sosial 

dalam hal jual beli. Jual beli yang menurut fikih disebut dengan al-bay‟ yang 

berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang 

lainnya.
6
 

Jual beli ialah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang 

mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak sesuai dengan 

perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara‟ dan disepakati.
7
 Yang 

dimaksud sesuai dengan ketetapan hukum ialah memenuhi persyaratan-

persyaratan, rukun-rukun, dan hal-hal lainnya yang ada kaitannya dengan jual 

beli, maka bila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai 

dengan kehendak syara‟.Kegiatan jual beli merupakan aktivitas yang menjadi 

sarana untuk memenuhi kebutuhan manusia, baik itu kebutuhan sandang, 

pangan, dan papan. Karena ketiga hal tersebut merupakan kebutuhan pokok 

yang harus dipenuhi setiap individu. Demikian untuk objek jual beli harus 

dalam kondisi dan kualitas yang baik, agar konsumen tidak kecewa atau 

merasa  dirugikan. Jual beli tidak hanya dilakukan antar daerah, tetapi dengan 

semakin berkembangnya zaman jual beli juga dilakukan antar Negara, 

contohnya seperti Indonesia dan Negara-Negara lain di sekitarnya, dimana 

kegiatan ini dinamakan impor dan ekspor. Kegiatan impor dan ekspor 

                                                             
5
Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fiqh Muamalah (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 

67.  
6
Abdul Azis Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 

2003),  827.  
7
Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, 68-69.  
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biasanya diawasi langsung oleh Pemerintah, agar barang yang dijadikan 

komoditi bukan merupakan barang- barang yang dilarang untuk diperjual 

belikan menurut Undang- undang. Proses impor umumnya adalah tindakan 

memasukan barang atau komoditas dari Negara lain kedalam negeri. Impor 

barang secara besar biasanya membutuhkan campur tangan dari bea cukai di 

Negara pengirim atau penerima. 

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis akan melakukan penelitian 

dalam skripsi yang berjudul, “Tinjauan Sadd Al-Dhari<’ah Terhadap 

Peraturan Perundagan Di Indonesia Tentang Larangan Impor Pakaian 

Bekas ”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan permasalahan 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana tinjauan Sadd Al-Dhari<’ah terhadap larangan impor pakaian 

bekas dalam peraturan perundanggan di indonesia? 

2. Bagaimana tinjauan Sadd Al-Dhari<’ah terhadap sanksi larangan impor 

pakaian bekas di perundanggan di indonesia? 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk memeroleh kejelasan tentang tinjauan Sadd Al-Dhari<’ah terhadap 

larangan impor pakaian bekas dalam peraturan perundanggan di 

indonesia. 
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2. Untuk memeroleh kejelasan tentang tinjauan Sadd Al-Dhari<’ah terhadap 

sanksi larangan impor pakaian bekas di perundanggan di indonesia. 

D. Manfaat Penelitian 

Dengan adanya penelitian ini, penulis mengharapkan bermanfaat untuk: 

1. Manfaat teoritik 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam 

upaya pengembangan pemikiran dalam bidang keilmuan islam yang 

berkaitan sesuai dengan kajian tentang perpajakan, juga sebagai bahan 

kajian untuk dikembangkan lebih lanjut dalam penelitian selanjutnya 

mengenai pajak penghasilan. 

2. Manfaat praktis 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi bagi 

masyarakat khususnya bagi pembaca tentang konsep sadd al-dhari>’ah 

yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2014 

tentang perdagangan dan peraturan  menteri perdagangan  republik 

indonesia Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 tentang larangan impor 

pakaian bekas. 

E. Telaah pustaka 

Sudah banyak peneliti yang melakukan penelitian dengan menggunakan 

konsep sadd al-dhari<’ah yang direlevansikan dengan hukum islam, 

diantaranya adalah sebagai berikut: 
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Bahrul Ilmi Novianto, dalam skripsinya “Pencegahan Bisnis Minuman 

Beralkohol ditinjau dari Permendag Nomor 6/M-DAG/PER/2015 dan teori 

Sadd al-Dzari‟ah”. Dari penelitian ini menunjukkan latar belakang dari 

diterapkannya dari Peraturan Menteri Dagang Nomor 6/M-DAG/PER/2015 

yaitu mudahnya akses yang diperoleh anak dibawah umur terhadap minuman 

beralkohol yang berdampak terhadap moral dan tingginya angka kriminal 

yang terjadi. Dalam konteks sadd al-dzariah menjual minuman beralkohol 

merupakan sarana yang bertuju terhadap minuman beralkohol yang sudah 

jelas haram sehingga sarananyapun otomatis haram. Sehingga dari Peraturan 

Menteri Dagang Nomor 6/M-DAG/PER/2015 sesuai dengan prinsip sadd al-

dzariah.
8
 

Khilyatul Afidah dalam skripsi “Analisis sadd al-dhari<’ah terhadap 

pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol Kota Madiun Berdasarkan 

Perda Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2017” Rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah: Bagaimana analisis sadd al-dhari<‘ah terhadap 

pandangan para elit pemerintah kota Madiun tentang kelahiran Perda dan 

latar belakang pembentukan Perda Nomor 8 Tahun 2017, Bagaimana analisis 

sadd al-dhari<‘ah terhadap pengendalian peredaran minuman beralkohol dalam 

Perda Kota Madiun Nomor 8 tahun 2017.Dari penelitian ini dapat 

disimpulkan bahwa: (1) pemberlakuan Perda Kota Madiun Nomor 8 Tahun 

2017menurut mayoritas elite pemeritah Kota Madiun memberikan dampak 

terciptanya ketertiban umum dan kesejahteraan bagi masyarakat karena 

                                                             
8 Bahrul Ilmi Novianto, “Pencegahan Bisnis Minuman Beralkohol ditinjau dari 

Permendag Nomor 6/M-DAG/PER/2015 dan teori Sadd al-Dzari‟ah”  
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peredaran minuman beralkohol semakin berkurang sehingga kemafsadatan 

yang ditimbulkan juga semakin berkurang. Hal ini sudah sesuai dengan 

konsep sadd al-dhari<‘ah. Namun ada sebagian golongan masyarakat yang 

kurang setuju dengan pemberlakuan Perda ini yang menurut mereka 

pemberlakuan Perda ini seolah-olah melegalkan peredaran minuman 

beralkohol secara bebas. Dan jika dianalisis dari latar belakang 

pembentukannya, Perda ini sudah memenuhi konsep sadd al-dhari<‘ah yaitu 

menghindari dampak buruk dari suatu perbuatan. (2)Pasal-pasal pengendalian 

peredaran minuman beralkohol di Kota Madiun yang terdapat pada Perda 

Nomor 8 Tahun 2017 termasuk dalam kategori sadd al-dhari<‘ah. 

pengendalian peredaran minuman beralkohol ini dimaksudkan untuk 

menertibkan peredaran liar minuman beralkohol yang memungkinkan dapat 

dibeli dan dikonsumsi oleh anak-anak maupun anak jalanan. Jika ditinjau dari 

hukum Islam pengendalian peredaran minuman beralkohol di Kota Madiun 

yang berdasarkan pada Perda Nomor 8 Tahun 2017 termasuk dalam kategori 

sadd al-dhari <„ah. Yang mana pengendalian peredaran minuman beralkohol 

ini dimaksudkan untuk menghindari perbuatan yang terlarang. Di dalam 

Hukum Islam pengakuan terhadap dhari <‟ah.dengan memandang kepada akhir 

perbuatan, lalu terhadap perbuatan itulah ditetapkan hukum yang sejalan 

dengan hasilnya.
9
 

 

                                                             
9 Khilyatul Afidah dalam skripsi “Analisis sadd al-dhari<’ah terhadap pengendalian 

Peredaran Minuman Beralkohol Kota Madiun Berdasarkan Perda Kota Madiun Nomor 8 Tahun 

2017” 
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F. Metode Penelitian 

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian studi pustaka (Library 

research) yakni suatu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan 

data dan informasi dengan bantuan material-material yang terdapat di 

ruang perpustakaan. Misalnya, berupa buku, majalah, naskah-naskah, 

catatan, kisah sejarah, dokumen-dokumen, dan lain-lain.
10

 Sedangkan 

jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

normatif dengan menggunakan keilmuan dalam ranah hukum islam. 

2. Data dan Sumber Data 

a. Data 

Dalam penelitian ini data yang digunakan peneliti berupa buku, 

naskah, catatan, dokumen dan website. 

b. Sumber Data 

Karena penelitian ini merupakan penelitian pustaka, maka peneliti 

menggunakan sumber data utama yaitu: Peraturan Pemerintah Nomor 

7 tahun 2014 tentang perdagangan dan peraturan  menteri perdagangan  

republik indonesia Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 tentang larangan 

impor pakaian bekas. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah dokumentasi. Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai 

                                                             
10 Aji Damanuri, Metodologi Penelitian Muamalah (Ponorogo: STAIN PO Press, 2010), 

6. 
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hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, 

majalah, dan lain sebagainya.
11

 Di dalam metode pengumpulan data 

dokumentasi, terdapat dua tipe dokumen internal dan eksternal. Dokumen 

internal berupa memo, pengumuman, instruksi, atau aturan suatu lembaga 

masyarakat tertentu yang digunakan dalam kalangan sendiri.  Sedangkan 

dokumen eksternal berisi bahan-bahan informasi yang dihasilkan oleh 

suatu lembaga sosial, misalnya majalah, pernyataan, dan dapat pula 

berupa berita yang disiarkan dalam media massa.
12

 

4. Analisis Data 

Karena jenis penelitian ini merupakan penelitian studi pustaka 

(library research) maka seluruh data yang diperoleh berasal dari 

dokumentasi, seperti buku, majalah, jurnal, website, dan lain sebagainya. 

Data yang sudah terkumpul, selanjutnya dipilih yang paling relevan sesuai 

dengan obyek pembahasan menggunakan cara analisis isi (content 

analyze) dengan metode hermeneutika, yaitu suatu metode analisis yang 

berkaitan dengan pemaknaan suatu analog teks dengan maksud agar yang 

tidak jelas menjadi jelas dalam suatu pemahaman yang berarti.
13

 

G. Sistematika Pembahasan 

BAB I     PENDAHULUAN 

   Merupakan pola dasar yang memberikan gambaran secara 

umum dari seluruh isi dalam skripsi yang terdiri atas: latar 

                                                             
11

 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik (Jakarta: PT 

RINEKA CIPTA, 2013), 274. 
12

 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT REMAJA 

ROSDAKARYA, 2013), 219. 
13

 Ibid., 278. 
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belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika 

pembahasan. 

BAB II KONSEPSADD AL-DHARI<’AH 

Merupakan landasan teori, dalam bab ini penulis akan 

membahas konsep mas}lah}ah, yang terdiri atas beberapa sub bab, 

yakni: pengertian mas}lah}ah, klasifikasi mas}lah}ah, dasar hukum 

mas}lah}ah, syarat mas}lah}ah, dan perannya dalam hukum islam. 

BAB III PERATURAN PERUNDAGAN DI INDONESIA TENTANG 

LARANGAN IMPOR PAKAIAN BEKAS 

   Sebagai bahan analisis dari bab sebelumnya yang 

dikhususkan membahas tentang larangan pakaian bekas impor di 

perundangan di indonesia dengan uraian yang meliputi beberapa 

sub pembahasan yaitu Undang-undang No 7 Tahun 2014 Tentang 

Perdagangan dan Peraturan Menteri Perdagangan Republik 

Indonesia Nomor 51/M DAG/PER/7/2015, sanksi yang ada di 

perundagan di indonesia 

BAB IV ANALISA SADD AL-DHARI’AH TERHADAP PERATURAN 

PERUNDAGAN DI INDONESIA TENTANG LARANGAN 

IMPOR PAKAIAN BEKAS 

Merupakan analisis sadd al-dhari<’ah terhadap larangan impor 

pakaian bekas dalam peraturan perundagan di indonesia, meliputi 
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analisis sadd al-dhari<’ah terhadap larangan pakaian bekas impor di 

perundanggan di indonesia analisis sadd al-dhari<’ah  terhadap 

tujuan pelarangan pakaian bekas impor diperundangan di indonesia  

dalam konsep sadd al-dhari<’ah analisis sanksi larangan impor 

pakaian bekas di perundagan di indonesia. 

BAB V PENUTUP 

Berisi tentang kesimpulan atau hasil dari penelitian ini dan 

saran dari penulis terhadap perkembangan penelitian kedepannya. 
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BAB II 

KONSEP SADD AL-DHARI <<< >’AH  

A.Konsep Sadd Al-Dhari <‘ah 

Sumber hukum Islam yang disepakati oleh seluruh ulama yaitu al-Qur’a<n 

dan al-Hadi<th. Keduanya merupakan dasar lahirnya ketentuan hukum Islam 

dan merupakan teks-teks nas{s{ yang menjadi rujukan dalam menentukan hukum 

Islam itu sendiri. Sedangkan untuk ijma<‟ dan qiya<s merupakan dalil hukum, 

Karena keduanya bukan merupakan dasar lahirnya hukum Islam tetapi 

keduanya merupakan penunjuk untuk menemukan hukum Islam yang terdapat 

di dalam al-Qur’a<n atau al-Hadi<th. melalui upaya ijtiha<d.
14

 

Seiring dengan perkembangan zaman yang semakin modern, pada saat ini 

para ulama‟ dihadapkan pada sebuah kondisi di mana tidak mampu lagi 

menjawab permasalahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat yang 

semakin problematis, Maka dari itu mereka selalu melakukan upaya untuk 

menciptakan perangkat pembantu yuridis yang diharapkan mampu mengatasi 

masalah-masalah yang muncul, Salah satu ijtihad yang digunakan yaitu sadd 

al-dhari <„ah yang tetap dikembalikan kepada sumber hukum Islam. 

1. Pengertian Sadd al-Dhari <‘ah 

Kata sadd al-dhari <„ah terdiri dari dua kata yaitu sadd yang berarti 

menyumbat atau menutup dan dhari<„ah yang berarti sarana mengantarkan 
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sesuatu.
15

Sedangkan dalam pengertian istilah us}hul fiqh yang dimaksud 

dengan al-dhari <„ah ialah sesuatu yang merupakan media dan jalan untuk 

sampai kepada sesuatu yang berkaitan dengan hukum syara‟, baik yang 

haram ataupun yang halal (yang terlarang atau yang dibenarkan) dan yang 

menuju ketaatan atau kemaksiatan.
16

 

Dalam pengertian lain secara lughawi (bahasa), al-dhari<„ah berarti: 

مُ  َُ سِيْهتَُ انَّتىِ يتَؤََ صٍّ يًّّبانْ ُِ مَعْىَ َْ يًّّبأ اءٌ كَب نَ حِسِّ َُ بٍِبَ إنِىَ انشَيْئِ سَ  

Artinya: “Jalan yang membawa kepada sesuatu, secara hissi atau ma‟nawi, 

baik atau buruk.”
17

 

Dari pengertian yang netral inilah yang diangkat oleh Ibnu Qoyyim 

ke dalam rumusan definisi tentang dhari <„ah, yaitu: 

يْئِ  طزَِ يْقًّب إنِىَ انشَّ ََ سِيْهتًَّ  ََ  مَب كَب نَ 

“Apa-apa yang menjadi perantara dan jalan kepada sesuatu.”
18

 

Ibnu Qoyyim membaginya atas dua macam, yaitu: 

a. Kemas}lah{atan pekerjaan itu lebih kuat dari kemafsadatan. 

b. Kemafsadatan lebih besar dari kemas{lah{atan, dibagi atas empat 

bagian, yaitu: 

1. Secara sengaja ditunjukkan untuk suatu kemafsadatan, 

seperti minum–minuman keras. 
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2. Pekerjaan yang pada dasarnya diperbolehkan, tetapi 

ditunjukan untuk melakukan kemafsadatan seperti nikah 

tahlil. 

3. Pekerjaan itu hukumnya boleh dan pelakunya tidak 

bertujuan untuk suatu kemafsadatan tetapi biasanya akan 

berakibat suatu kemafsadatan seperti mencaci maki 

sesembahan orang musyrik, berakibatnya mencaci maki 

balik. 

4. Suatu pekerjaan yang pada dasarnya dibolehkan, akan tetapi 

adakalanya perbuatan itu membawa kepada suatu 

kemafsadatan seperti melihat wanita yang dipinang.
19

 

Selanjutnya Badran memberikan definisi yang tidak netral terhadap 

dhari <„ah sebagai berikut: 

عِ انْمُشْتمَِمِ عَهىَ مَ  ُْ ُْ صِمُ إنِىَ انشَيْئِ انْمَمْىُ ا نْمُ َُ فْسَدَة  ٌُ  

Artinya: “Apa yang menyampaikan kepada sesuatu yang terlarang yang 

mengandung kerusakan.”
20

 

Sedangkan Wahbah Zuhaili memilih definisi yang netral seperti 

definisi yang diungkapkan oleh Ibnu Qoyyim. Karena arti lughawi ini 

mengandung konotasi yang netral tanpa memberikan penilaian kepada 

hasil perbuatan.
21
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Dalam pembahasan hukum taklifi tentang“wajib” telah diuraikan 

tentang hukum melakukan segala sesuatu yang membawa kepada dan 

mendahului suatu perbuatan wajib, yang disebut “muqaddimah wajib”. Ia 

adalah was}ilah (perantara) kepada suatu perbuatan yang dikenai hukum, 

maka ia disebut dhari<„ah. Oleh karena itu para penulis dan ulama us}hul 

memasukkan pembahasan tentang muqaddimah wajib ke dalam 

pembahasan tentang dhari <„ah; karena sama-sama sebagai perantara kepada 

sesuatu.
22

 

Badran dan Zuhaili membedakan antara muqaddimah wajib 

dengan dhari <„ah. Perbedaannya terletak pada ketergantungan perbuatan 

pokok yang dituju kepada perantara atau was}ilah. Pada dhari <„ah hukum 

perbuatan pokok tidak tergantung pada perantara.
23

 

Kalau ingin membedakan di antara keduanya akan lebih tepat 

kalau dilihat dari segi bentuk perbuatan pokok yang berada dibalik 

perantara itu. Bila perbuatan pokok yang dituju adalah perbuatan yang 

disuruh, maka was}ilah-nya disebut muqaddimah. Sedangkan bila 

perbuatan pokok yang dituju adalah perbuatan yang dilarang, maka 

was}ilah-nya disebut dhari <„ah.
24

 

Para ahli fiqh membagi al-dhari<„ah menjadi 4 (empat) katagori. 

Pembagian ini mempunyai signifikasi manakala dihubungkan dengan 

kemungkinan membawa dampak negatif (mafsadah) dan membantu 
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tindakan yang telah diharamkan. Adapun pembagian itu adalah sebagai 

berikut: 

1. Dhari <„ah yang secara pasti dan meyakinkan akan membawa kepada 

mafsadah. Misalnya, menggali sumur di tengah jalan umum yang 

situasinya gelap. Terhadap dhari <„ah semacam ini, para ahli us}hul fiqh 

telah bersepakat menetapkan keharamannya. 

2. Dhari <„ah yang berdasarkan dugaan kuat akan membawa kepada 

mafsadah. Misalnya, menjual buah anggur kepada orang atau 

perusahaan yang biasa memproduksi minuman keras. Terhadap 

dhari <„ah semacam ini, para ahli us}hul fiqh juga telah bersepakat 

menetapkan keharamannya. 

3. Dhari <„ah yang jarang atau kecil kemugkinan membawa kepada 

mafsadah, seperti menanam dan membudidayakan buah anggur. 

Terhadap dhari<„ah semacam ini, para ahli us}hul fiqh bersepakat 

menetapkan kebolehannya. 

4. Dhari <„ah yang berdasarkan asumsi biasa (bukan dugaan kuat) akan 

membawa mafsadah. Misalnya, transaksi jual-beli secara kredit. 

Berdasarkan asumsi biasa, transaksi demikian akan membawa kepada 

mafsadah, terutama bagi debitur. Mengenai dhari<„ah semacam ini, 

para ulama berbeda pendapat. Ada yang berpendapat, perbuatan 

tersebut dilarang atau menjadi haram atas dasar Sadd al-dhari <„ah, dan 

ada juga yang berpendapat sebaliknya.
25
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22 
 

 

Terlepas dari kategori mana dhari<„ah yang harus dilarang atau 

diharamkan, yang jelas dapat di pahami ialah dalil Sadd al-dhari<„ah 

berhubungan memelihara kemaslahatan dan sekaligus menghindari 

mafsadah.
26

 

Malik bin Anas dan Ahmad bin Hambal, keduanya sang maestro 

madhab fiqh terkenal, menerima sadd al-dhari <„ah sebagai hujjah 

syar‟iyah. 
27

 

Sedangkan al-Shafi„i dan Abu Hanifah, keduanya juga sang 

maestro madhab fiqh terkenal, menerima sadd al-dhari <„ah. Sedangkan 

secara istilah sadd al-dhari<„ah ialah mencegah sesuatu perbuatan agar 

tidak sampai menimbulkan al-mafsadah (kerusakan), jika ia akan 

menimbulkan mafsadah.
28

 

Sedangkan menurut Imam al-Sha<t}ibi, sebagaimana yang ditulis 

oleh Rahmat Syafi‟i dalam bukunya, yang dimaksud sadd al-dhari <„ah 

ialah: 

مُ بِمَ  صُّ َُ َُ مَصْهحََتُ إنِىَ مَفْسَدَة  انَتَّ ب ٌُ  

Artinya:“melaksanakan suatu pekerjaan yang semula mengandung 

kemaslahatan menuju pada suatu kerusakan (kemafsadatan)”.
29

 

Menurut al-Sha<t}ibi ada kriteria yang menjadikan suatu perbuatan 

itu dilarang yaitu: 

a. Perbuatan yang tadinya boleh dilakukan itu mengandung kerusakan; 
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b. Kemafsadatan lebih kuat dari pada kemas}lah}atan; 

c. Perbuatan yang dibolehkan syara‟ mengandung lebih banyak unsur 

kemafsadatan.
30

 

2. Dasar Hukum Sadd al-Dhari <‘ah 

Pendapat ini dikemukakan oleh kalangan Malikiyah dan 

Hanabilah. Mereka melandasi hal ini dengan argumentasi dari al-Qur’a<n 

dan hadi<th. Adapun dasar hukum sadd al-dhari <„ah yang terdapat dalam al-

Qur’a<n  dan hadi<th adalah sebagai berikut:
31

 

a. Al-Qur’a<n 

QS.  Al-An‟am:108 

ا بِغَيْزِ عِهْم  كَدَانكَِ سَيَّىَّب نِكُمِّ  ًَّ ا اللهَ عَدْ ُْ نِ اللهِ فيَسَُبُّ َْ نَ مِهْ دُ ُْ اانَّذِيْهَ يدَْعُ ُْ لاَ تسَُبُّ ت  ََ  أمَُّ

مْ مَزْجِيْ  ٍِ نَ عَمَهٍَمُْ ثمَُّ انِىَ رَبِّ ُْ ا يعَْمَهُ ُْ عٍُمُْ فيَىُبَِّئٍُمُْ بمَِب كَىُ  

Artinya: “Janganlah kamu memaki-maki sesembahan-sesembahan 

yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki-

maki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah 

kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka, 

kemudian kepada Tuhan merekalah mereka kembali, lalu dia 

memberitakan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan.”
32

 

b. Hadi<th Rasulullah Saw 

جُمُ إِنَّ مِ  لَ اللهِ كَيْفَ يهَْعَهُ انزَّ ُْ .قيِْمَ:يبَرَسُ ًِ انِدَيْ ََ جُمُ  هْ اكَْبزَِ انْكَببَئزِِ انَْ يهَْعَهَ انزَّ

ًُ فيَسَُبُّ امًَُُ: يسَُبُّ امَُّ ََ جُمِ فيَسَُبُّ ابَبَيُ  ًِ؟قبلََ:يسَُبُّ اَّببَ انزَّ انِدَيْ ََ  
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Artinya:“Sesungguhnya sebesar-besar dosa besar adalah seseorang 

melaknat kedua orang tuanya. Lalu Rasulullah Saw ditanya, wahai 

Rasulullah, bagaimana mungkin seseorang akan melaknat ibu dan 

bapaknya. Rasulullah Saw menjawab, seseorang yang mencaci maki 

ayah orang lain, maka ayahnya juga akan dicaci maki orang lain, dan 

seseorang mencaci maki ibu orang lain, maka orang lain pun akan  

mencaci ibunya” (HR. Bukhari, Muslimdan Abu Dawud).
33

 

Dari ayat ayat tersebut di atas, sadd al-dhari <„ah mempunyai dasar 

al-Qur’a<n dan hadi<th Rasulullah Saw. Sedangkan dasar-dasar sadd al-

dhari <„ah dari al-sunnah lainnya sebagai berikut: 

1. Nabi melarang membunuh orang munafiq, karena membunuh 

orang munafiq bisa menyebabkan Nabi dituduh membunuh 

sahabat-sahabatnya. 

2. Nabi melarang kepada kreditur mengambil atau menerima hadiah 

dari debitur karena yang demikian bisa membawa kepada riba. 

Dari segi lain adalah ih}tiyat. 

3. Nabi melarang memotong tangan pencuri pada waktu perang yang 

ditangguhkan sampai selesainya perang, karena memotong tangan 

pencuri pada waktu perang membawa akibat tentara lari 

menggabungkan diri kepada musuh. 

4. Nabi melarang penimbunan karena penimbunan itu menjadi 

dhari <„ah pada kesempitan atau kesulitan manusia.  

5. Nabi melarang fakir miskin dari Bani Hashim menerima bagian 

dari zakat kecuali apabila dia berfungsi sebagai amilinatau arena 
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dhari <„ahagar jangan timbul fitnahnabi memperkaya diri dan 

keluarganya dengan zakat.
34

 

3. Macam-macam Sadd al-Dhari <‘ah 

Para ulama membagi sadd al-dhari<„ah menjadi dua segi, segi 

kualitas kemafsadatan dan segi kemafsadatan yang ditimbulkan. 

Pembagiannya adalah sebagai berikut: 

1. Dari segi kualitas kemafsadatan 

a) Perbuatan yang dilakukan itu membawa kepada kemafsadatan 

secara pasti. 

b) Perbuatan yang boleh dilakukan karena jarang membawa 

kemafsadatan. 

c) Perbuatan yang dilakukan itu biasanya atau besar kemungkinan 

membawa kepada kemafsadatan. 

d) Perbuatan itu pada dasarnya boleh dilakukan.
35

 

2. Dari segi jenis kemafsadatan yang ditimbulkan: 

a) Perbuatan itu membawa kepada kemafsadatan 

b) Perbuatan itu pada dasarnya perbuatan yang dibolehkan atau 

dianjurkan tetapi dijadikan jalan untuk melakukan sesuatu 

perbuatan yang haram.
36
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4. Keh}ujjahan Sadd al-Dhari <‘ah 

Dikalangan ulama us}hul terjadi perbedaanpendapat dalam menetapkan 

kehujjahan sadd al-dhari<„ah sebagai dalil syara‟. Perbedaan tersebut 

antara lain: 

a. Ulama Malikiyah dan Hanabilah dapat menerima keh}ujjahannya 

sebagai salah satu dalil syara‟. 

b. Ulama H}anafiyah, Shafi„iyah, dan Shi‟ah dapat menerima sadd al-

dhari <„ah dalam masalah-masalah tertentu saja dan menolaknya 

dalam masalah-masalah lain. 

c. Imam Shafi„i menerimanya apabila dalam keadaan udzur. 

d. Golongan Zhahiriyyah tidak mengakui keh}ujjahan sadd al-

dhari <„ah sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum syara‟. 

Hal itu tidak sesuai dengan prinsip mereka yang hanya 

menggunakan nas}s}} secara harfiyah saja dan tidak menerima 

campur tangan logika dalam masalah hukum.
37

 

Secara global, sikap pandangan para ulama terhadap posisi sadd al-

dhari <„ah dapat dibedakan menjadi dua kubu, yaitu kubu penerima (pro) 

dan kubu penolak (kontra).Adapun kubu penerima (pro) mengemukakan 

argumentasi sebagai berikut: 

1. Dalam QS.al-Baqarah : 104 dinyatakan bahwa orang mukmin dilarang 

mengucapkan kata “ra‟ina” suatu ucapan yang biasa digunakan orang 

yahudi untuk mencela atau mengejek Nabi Muhammad Saw. Larangan 
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ini didasarkan atas keyakinanan bahwa pengucapan kata itu akan 

membawa kepada mafsadah, yakni tindakan mencela atau mengejek 

Nabi Saw. Pesan ayat ini mengisyaratkan urgensi sadd al dhari <„ah. 

2. Dalam QS. al-A‟raf: 163 dinyatakan bahwa kaum bani israil dila rang 

mendekati dan mengambil ikan-ikan yang terapung dipermukaan laut 

pada hari sabtu, hari khusus hari beribadah mereka.Larangan itu 

berdasarkan atas keyakinan bahwa perbuatan mendekati dan 

mengambil ikan-ikan tersebut akan membawa mafsadah, yakni 

meninggalkan kewajiban beribadah pada hari khusus ibadah mereka. 

3. Hadi<th Nabi 

ًِ قبَلَ  عَهْ أبَيِْ  رَيْحَبوتَِ ََ لِ اللهِ  ُْ د  انْحَسَهِ بْهِ عَهيِ بْهِ أبَيِْ طبَنِبِ,سِبْطِ رَسُ مُحَمَّ

: ((:حَفِظْتُ مِهْ  دَعْمَبيزَِيْبكَُ إنِىَ مبلََ يزَِيْبكَُ (( لِ اِلله   ُْ رَسُ  

Artinya: Dari Abu Muhammad al-Hasan bin „Ali bin Abi Thalib, cucu 

Rasulullah Saw dan kesayangannya Radhiyallahu „anhuma, ia berkata: 

“Aku telah hafal dari Rasulullah Saw: tinggalkan apa yang 

meragukanmu kepada apayang tidak meragukanmu”.
38

 

4. Sejumlah larangan mengisyaratkanurgen sadd al-dhari <„ah bagi 

penetapan hukum antaralain:
39

 

a. Larangan melamar (khitbah) perempuan yang sedang iddah karena 

perbuatan demikian akan membawa mafsadah yakni menikahi 

perempuan yang sedang iddah. 
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b. Larangan jual-beli secara tunai dan tempo dalam satu akad karena 

jual beli demikian akan membawa mafsadah yakni transaksi 

ribawi. 

c. Larangan kreditur menerima hadiah dari debitur, ketika debitur 

meminta penundaan pembayaran hutang karena penerimaan hadiah 

tersebut akan membawa kepada mafsadah, yakni transaksi ribawi. 

d. Penetapan tindakan pembunuhan ahliwaris terhadap pewaris hal 

yang menghalangi hak kewarisan ahli waris tersebut, agar tindakan 

tersebut tidak dijadikan jalan untuk mempercepat perolehan 

warisan. 

e. Pidana qishas bagi pelaku kolektif terhadap satu orang korban.  

f. Larangan terhadap kaum muslimin, ketika di Makkah sebelum 

hijrah ke Madinah membaca al-Qur’a<n dengan suara nyaring. 

Larangan ini didasarkan atas pertimbangan agar kaum kafir tidak 

mencela atau mengejek al-Qur’a<n.
40

 

Kubu penolak atau (kontra) mengemukakan argumentasi sebagai berikut: 

1. Aplikasi sadd al-dhari <„ah sebagai dalil penetapan hukum ijtiha<d 

merupakan bentuk ijtiha<d bil al-ar‟shi yang tercela. 

2. Penetapan hukum kehalalan atau keharaman sesuatu harus didasarkan 

atas dalil qat„i tidak bisa dengan dalil dhanniy, Sedangkan penetapan 

hukum dasar saddal-dhari<„ah merupakan suatu bentuk penetapan 

hukum berdasarkan dalil dhanniy. Sehubungan dengan ini, Allah 
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berfirman dalam QS. al-Najm:28,yang artinya:“ Sesungguhnya, zaman 

itu tidak memadai bagi kebenaran sedikitpun”
41
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BAB III 

PERATURAN PERUNDANGGAN DI INDONESIA TENTANG 

LARANGAN IMPOR PAKAIAN BEKAS 

A. Peraturan Perundanggan Di Indonesia Tentang Larangan Impor 

Pakaian Bekas 

1. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan  

a) Latar Belakang Lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 7 

Tahun 2014 Tentang Perdagangan 

Undang – undang No.7 tahun 2014 tentang perdagangan 

menyatakan bahwa setiap melakukan usaha atau berdagang ada   

aturan hukum yang berlaku. Hal ini dimaksudkan bahwa peran 

perdagangan sangat penting dalam meningkatkan pembangunan 

ekonomi, namun dalam memenuhi kebutuhan untuk menghadapi 

tantangan pembangunan nasional sehingga diperlukan 

keberpihakan politik ekonomi yang memberikan kesempatan, 

dukungan, dan pengembangan ekonomi rakyat yang mencakup 

dengan koperasi usaha mikro, kecil, dan menengah. 

Undang –Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang 

Perdagangan juga mendefiniskan pengertian impor adalah kegiatan 

memasukkan barang ke dalam daerah pabean. Kemudian 

pengertian illegal adalah tidak sah menurut hukum, dalam hal ini 

melanggar hukum, barang gelap, liar, ataupun tidak ada izin dari 

pihak yang bersangkutan.Dalam konteksnya, impor illegal pakaian 
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bekas ini termasuk ke dalam perdagangan internasional, yaitu 

perdagangan antar Negara berdasarkan kesepakatan bersama. 

Pengertian dari perdagangan internasional itu sendiri yaitu 

perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu Negara dengan 

penduduk Negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Penduduk 

yang dimaksud dapat berupa antar perorangan (individu dengan 

individu), antara individu dengan pemerintah suatu Negara atau 

pemerintah suatu Negara dengan pemerintah Negara lain. 

Perdagangan internasional telah terjadi selama ribuan tahun, dan 

dampaknya terhadap kepentingan ekonomi, sosial,dan politik baru 

dirasakan beberapa abad belakangan.Perdagangan internasional 

pun turut mendorong industrialisasi, kemajuan transportasi, 

globalisasi, dan kehadiran perusahaan multinasional.
42

 

Dalam peraturan undang –undang dibidang perdagangan 

mengharuskan adanya harmonisasi ketentuan dalam bidang 

perdagangan dengan kerangka kesatuan ekonomi guna menyikapi 

pengembangan situasi perdagangan di era globalisasi pada masa 

kini dan masa depan.Untuk itulah diperlukan dengan adanya 

pembentukan undang –undang perdagangan, yang wajib diikuti 

yang terkait dengan transaksi barang atau jasa didalam maupun 

diluar negeri.Perdagangan diluar negeri merupakan kegiatan yang 
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dilakukan oleh ekspor atau impor atau barang dan jasa yang 

melampaui batas wilayah Negara. 

Latar belakang timbulmya perdagangan atau hubungan 

ekonomi antar daerah maupun antar bangsa disebabkan oleh 

adanya permintaan dan penawaran akan suatu barang antara 

Negara yang satu dengan yang lainnya, perbedaan tersebut 

meliputi diantaranya;Pertama, perbedaan tingkat kejarangan 

(scarcity), apabila suatu Negara tingkat scarcitynya lebih rendah 

dari Negara lain maka dari negaralain ini akan mengalir barang ke 

Negara lain yang scarcitynya lebih tinggi. Kedua, perbedaan faktor 

produksi antara suatu Negara dengan Negara lainnya akan 

menimbulkan perdagangan antara Negara. Ketiga, perbedaan 

komparatif dari harga barang yang akan menimbulkan arus 

ekonomi antar Negara. 

Adapun peraturan perundang –undangan perdagangan luar 

negeri dalam hal mengimpor menurut undang –undang No.7 tahun 

2014 tentang perdagangan adalahsebagai berikut: 

Pasal 32 yang berbunyi : 

1. Produsen atau Importir yang memperdagangkan Barang yang 

terkait dengan keamanan, keselamatan, kesehatan, dan 

lingkungan hidup wajib: 

a. Mendaftarkan barang yang diperdgangkan kepada Menteri; 

dan 
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b. Mencantumkan nomor tanda pendaftaran pada Barang dan/ 

atau kemasannya 

2. Kewajiban mendaftarkan Barang sebagaimana dimaksud pada 

ayat 

1) dilakukan oleh produsen atau Importir sebelum barang 

beredar di Pasar. 

3.    Kewajiban pendaftaran barang sebagaimana dimaksud pada ayat  

1). huruf a dikecualikan terhadap barang yang telah diatur  

pendaftarannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang 

–undangan. 

4. kriteria atas keamanan, keseluruhan, kesehatan, dan lingkungan  

hidup sebagaimana dimaksud pada ayat 

1. dapat ditetapkan berdasarkan SNI atau Standar lain yang 

diakui yang belum diberlakukan secara wajib. 

5. Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan 

peraturan presiden. 

6 Dalam hal barang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah 

diberlakukanSNI secara wajib, barang dimaksud harus memenuhi 

ketentuan pemberlakuan SNI secara wajib. 

Pasal 33 yang berbunyi : 
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1). Produsen atau Importir yang tidak memenuhi ketentuan 

pendaftaran barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 

ayat (1) wajib menghentikan kegiatan perdagangan barang dan 

menarik barang dari: 

a) Distributor; 

b) Agen; 

c) Grosir; 

d) Pengecer; dan / atau 

e) Konsumen. 

2) Perintah penghentian kegiatan perdagangan dan penarikan dari 

distribusi terhadap barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan oleh Menteri. 

3) Produsen atau Importir yang tidak memenuhi ketentuan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi 

administrativ berupa pencabutan izin usaha. 

Pasal 47 yang berbunyi: 

(1)Setiap importir wajib mengimpor barang dalam keadaan baru. 

(2)Dalam hal tertentu Menteridapat menetapkan Barang yang 

diimpor dalam keadaan tidak baru. 

(3)Penetapan sebagaimana pada ayat (2) disampaikan kepada 

menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang 

keuangan. 
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(4)Keuntungan lebih lanjut mengenai penetapan Barang yang 

diimpor Dalam keadaan tidak baru sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.
43

 

Pasal 48 yang berbunyi : 

Surat persetujuan impor barang dalam keadaan tidak baru 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 ayat (2) diserahkan pada 

saat menyelesaikan kewajiban pabean sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang –undangan di bidang kepabean.Undang –

Undang No.7 tahun 2014 tentang perdagangan dalam hal pedagang 

barang atau jasa diluar atau didalam negeri. Barang yang di impor 

harus dalam keadaan baru berhubungan dengan adanya barang 

impor pakaian bekas ini, yang mulai masuk dan diperjual belikan di 

Indonesia. Meskipun pada dasarnya pada undang –undang No.7 

tahun 2014 tentang perdagangan pasal 47 ayat 1 sudah dikeluarkan 

sejak dari dulu namun untuk perundang –undangan pakaian bekas 

yang masuk telah dibuatkan peraturan dari kementrian perdagangan 

Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 tentang Larangan Impor Pakaian 

Bekas. 

Adapun latar belakang adanya peraturan ini adalah: 
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a. Bahwa pakaian bekas asal impor berpotensi membahayakan 

kesehatan manusia sehingga tidak aman untuk dimanfaatkan dan 

digunakan oleh masyarakat. 

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 

huruf a dan untuk melindungi kepentingan konsumen, perlu 

melarang impor pakaian bekas. 

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimksud dalam 

huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri 

Perdagangan tentang Larangan Impor Pakaian Bekas.Adapun 

larangan impor pakaian bekas tertuang dalam Pasal 2 dan Pasal 

3 yang berbunyi: 

(1)Pakaian Bekas dilarang untuk diimpor ke dalam wilayah 

Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

(2)Pakaian bekas yang tiba di wilayah Negara Kesatuan 

Republik indonesia pada atau setelah tanggal Peraturan 

Menteri Ini berlaku wajib dimusnahkan sesuai ketentuan 

peraturan perundang –undangan.
44

 

b) Tujuan Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2014 tentang 

perdagangan  

Perdagangan internasional juga berfungsi untuk pertahanan 

keamanan, misalnya, suatu negara non nuklir mau mengembangkan 
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senjata nuklir. Negara ini dapat ditekan dengan dikenai sanksi 

ekonomi. Artinya, negara lain tidak diperbolehkan menjalin 

hubungan dagang dengan negara tersebut. Biasanya upaya seperti ini 

harus dengan persetujuan PBB. Hal ini dilakukan demi terciptanya 

keamanan dunia. Perdagangan internasional juga terkait dengan 

pertahanan suatu negara. Setiap negara tentu membutuhkan senjata 

untuk mempertahankan wilayahnya. Padahal, tidak semua negara 

mampu memproduksi senjata, maka diperlukan impor senjata. Untuk 

mencegah perdagangan barang-barang yang membahayakan, 

diperlukan kerja sama internasional. 

Adapun tujuan dari Undang-undang Perdagangan yaitu : 

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional;  

2. Meningkatkan penggunaan dan perdagangan produk dalam 

negeri; Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 48 Tahun 2015 

3. Meningkatkan kesempatan berusaha dan menciptakan lapangan 

pekerjaan; 

4. Menjamin kelancaran distribusi dan ketersediaan barang 

kebutuhan pokok dan barang penting;  

5. Meningkatkan fasilitas, sarana, dan prasarana perdagangan;  

6. Meningkatkan kemitraan antara usaha besar dan koperasi, usaha 

mikro, kecil, dan menengah, serta pemerintah dan swasta;  

7. Meningkatkan daya saing produk dan usaha nasional;  
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8. Meningkatkan citra produk dalam negeri, akses pasar, dan 

ekspor nasional;  

9. Meningkatkan perdagangan produk berbasis ekonomi kreatif; 

10. Meningkatkan pelindungan konsumen; 

11. Meningkatkan penggunaan sni;  

12. Meningkatkan pelindungan sumber daya alam; dan 

meningkatkan pengawasan barang dan/atau jasa yang 

diperdagangkan.
45

 

2. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 51/M 

DAG/PER/7/2015 

a) Lahirnya Permendagrin Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 

Perdagangan mempunyai peran yang sangat penting dalam 

membangun perekonomian di negara ini dalam rangka 

keterlindungan kepentingan pembangunan ekonomi nasional dari 

pengaruh negatif pasar global, peningkatan taraf hidup pedagang 

produsen sekaligus guna mendorong terciptanya kondisi 

perdagangan dan pasar dalam negeri yang sehat serta iklim usaha 

yang kondusif, perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan 

penataan tertib impor dengan menyempurnakan kembali ketentuan-

ketentuan di bidang impor agar menjadi lebih transparan, efektif 

dan efisien serta berkesinambungan maka menteri perdagangan 
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mengeluarkan peraturan perdagangan larangan pakaian bekas 

impor. 

Hal inilah yang mendasari dibentuknya Peraturan Menteri 

Perdagangan oleh Kementrian tersebut adalah Peraturan 

Kementrian Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 tentang 

larangan impor pakaian bekas dinyatakan bahwa pakaian bekas 

dilarang untuk diimpor ke dalam wilayah Negara Kesatuan 

Republik Indonesia (Pasal 2), Pakaian bekas yang tiba di wilayah 

Negara Kesatuan Republik Indonesia pada atau setelah tanggal 

Peraturan Menteri ini berlaku wajib dimusnahkan sesuai ketentuan 

peraturan perundang-undangan (Pasal 3). Kemudian Pasal 4 

menyatakan bahwa Importir yang melakukan pelanggaran terhadap 

ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 

dikenakan sanksi administratif dan sanksi lain sesuai ketentuan 

peraturan perundang-undangan.
 
Kebijakan pengaturan mengenai 

larangan perdagangan pakaian bekas dari luar negeri sudah cukup 

memadai sebagaimana dituangkan Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 2014 tentang Perdagangan, Undang-Undang Nomor 8 

Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan Menteri 

Perdagangan Nomor 54/M-DAG/PER/10/2009 tentang Ketentuan 

Umum di Bidang Impor, Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 

tentang kesehatan dan Peraturan Menteri Perdagangan. 



40 
 

 

Namun demikian berbagai aturan yang berkaitan dengan 

larangan impor pakaian bekas tersebut harus dilengkapi dengan 

aturan yang mengatur tentang larangan perdagangan  pakaian 

bekas yang berasal dari luar negeri, dan adanya pengaturan 

mengenai kewenangan untuk melakukan pengawasan dan 

penegakan hukum terhadap perdagangan pakaian bekas yang 

berasal dari luar negeri maka dengan itu peraturan ini di buat 

dengan melihat peraturan yang sudah ada, dalam undang-undang 

ini telah diatur secara tegas dan terperinci dengan maksud agar ada 

kepastian hukum dalam pengaturannya sehingga tidak memerlukan 

lagi banyak peraturan pemerintah dan peraturan pelaksanaannya
46

 

b) Isi Undang-Undang Permendagrin 

Didalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-

DAG/PER/7/2015 Dalam pasal-pasal berikut: (Pasal 1), Dalam 

peraturan menteri ini yang dimaksud dengan: 1).Impor adalah 

kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean. 2).Pakaian 

bekas adalah produk tekstil yang digunakan sebagai penutup tubuh 

manusia,yang termasuk dalam pos Tarif/HS 6309.00.00.00. 

3).Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan 

pemerintah di bidang perdagangan. (Pasal 2), dinyatakan bahwa 

pakaian bekas dilarang untuk diimpor ke dalam wilayah Negara 

Kesatuan Republik Indonesia. (Pasal 3), Pakaian bekas yang tiba di 

                                                             
46

 Penjelasan atas Permendagrin  Nomor  51/M-DAG/PER/7/2015 tentang larangan 

pakaian bekas impor. 



41 
 

 

wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia pada atau setelah 

tanggal Peraturan Menteri ini berlaku wajib dimusnahkan sesuai 

ketentuan peraturan perundang-undangan. (Pasal 4), Menyatakan 

bahwa Importir yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan 

larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dikenakan sanksi 

administrative dan sanksi lain sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan. (Pasal 5), Ketentuan dalam menteri ini tidak 

berlaku terhadap impor pakaian bekas sebagai barang pindahan. 

(Pasal 6), Peraturan menteri ini mulai berlaku 2 (dua) bulan sejak 

tanggal diundangkannya peraturan menteri perdagangan.
47

 

c) Tujuan Larangan Undang-Undang Permendagrin 

Kebijakan larangan impor pakaian bekas yang ada di dalam 

peraturan pemerintah bahwasannya pakaian yang masuk kedalam 

negara indonesia harus sesuai apa yang ada di undang-undang yang 

berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia,pakaian 

bekas impor yang memasuki wilayah Republik Indonesia harus di 

tegahkan oleh pihak berwajib dan dimusnahkan. Peraturan menteri 

nomor 51 tahun 2015 pasal (2) menyebutkan :“Pakaian bekas 

dilarang untuk diimpor ke dalam wilayah Negara Kesatuan 

Republik Indonesia” Bahwa pakaian impor bekas berpotensi 

membahayakan kesehatan manusia sehigga tidak aman untuk 

dimanfaatkan dan digunakan untuk masyarakat dan pakaian bekas 
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yang tiba di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia pada 

atau setelah tanggal peraturan menteri ini berlaku wajib 

dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-

Undangan. Oleh karena itu, secara tidak langsung larangan ini juga 

merupakan upaya Pemerintah untuk melindungi konsumen 

terhindar dari penyakit kulit, berpenampilan bagus dan 

indah,Dengan adanya peraturan ini maka konsumen bisa memilih 

pakaian yang layak untuk di pakai.
48

 

B. Sanksi Larangan Impor Pakaian Bekas Di Perundanggan Di 

Indonesia 

Didalam peraturan menteri perdagangan Nomor 51/M-

DAG/PER/7/2015 memberikan sanksi berupa sanksi administratif dan 

sanksi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan (UU Perdagangan). Dalam UU 

perdagangan diatur bahwa importir wajib mengimpor barang dalam 

keadaan baru, kecuali ditentukan lain oleh Menteri Perdagangan. 

Kemudian, dalam pasal 51 ayat (2) UU Perdagangan ditekankan 

bahwa importir dilarang mengimpor barang yang ditetapkan sebagai 

Barang yang dilarang untuk dimpor, dalam hal ini pakaian bekas. Importir 

yang mengimpor Barang yang ditetapkan sebagai Barang yang dilarang 

untuk diimpor diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun 
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dan/atau pidana denda paling banyak Rp.5 miliar. Selain pidana, perlu 

diketahui bahwasanya pakaian bekas yang tiba di indonesia pada saat atau 

setelah berlakunya peraturan larangan impor pakaian bekas, wajib 

dimusnahkan.
49

 

Dalam permasalahan impor pakaian bekas ini lebih tepat dengan undang – 

undang perdagangan pada pasal 47 ayat 1. Dalam hal ini yang telah melanggar 

undang – undang tersebut dan dapat dikenai sanksi yaitu: 

Apabila telah melanggar maka akan dikenai sanksi yang terdapat dalam pasal 46: 

(1) Importir bertanggung jawab sepenuhnya terhadap Barang yang diimpor 

(2) Importir yang tidak bertanggung jawab atas barang yang diimpor sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa pencabutan, 

persetujuan, pengakuan, dan/ atau penetapan di bidang perdagangan. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administrative 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri. 

Terdapat juga dalam pasal 111 untuk ketentuan pidananya yang berbunyi: 

“setiap Importir yang mengimpor barang dalam keadaan tidak baru 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 ayat (1). Dipidana dengan 

pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/ atau pidana denda 

paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).” Sehingga 

menurut undang –undang perdagangan tentang barang impor yang 

tidak baru termasuk pakaian bekas ini bisadikenakan sanksi yang 

terdapat dalam pasal 111 hukuman dipidana dengan pidana penjara 

paling lama 5 (lima) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp. 

5.000.000.000,00 (Lima miliar Rupiah).‟‟ 

Dalam undang – undang perdagangan barang yang tidak dalam keadaan 

baru memang sudah dijelaskan yang sesuai dengan pasal 47 ayat (1) sejak 

lamanya, namun untuk mempertegas lagi pelarangan impor pakaian bekas juga 
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sudah ada dalam peraturan kementrian perdagangan yang terdapat pada nomor 

51/M-DAG/PER/7/2015 dan telah disebutkan juga di dalam peraturan tersebut 

terdapat pasal 2 dijelaskan bahwa; 

“Pakaian Bekas dilarang untuk diimpor ke dalam wilayah Negara 

Kesatuan Republik Indonesia”.
50

 

Peraturan tersebut dibuat karena mengingat pakaian bekas impor 

berpotensi membahayakan kesehatan manusia sehingga tidak aman dimanfaatkan 

dan digunakan oleh masyarakat. Untuk itu diberlakukan juga mengenai peraturan 

Perundangan Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 bagi para pelaku 

usahanya mengenai informasi barang yang diperjualbelikan yang terdapat dalam 

pasal 8 ayat (2 dan 3) yang berbunyi: 

“pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat 

atau bekas, dan tercemar tanpa memberi informasi secara lengkap dan 

benar atas barang dimaksud (2), “Pelaku usaha dilarang 

memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau 

bekas dan tercemar dengan atau tanpa memberikan informasi secara 

lengkap dan benar (3)”.
51

 

Tindakan pelarangan dari masuknya barang tidak baru atau barang impor 

pakaian bekas telah disinyalir banyak mengandung bakteri dan virus yang 

membahayakan dan ini sudah diuji laboratorium.Hal ini merupakan himbauan 

agara para pelaku usaha segera menghabiskan penjualan barang impor pakaian 

bekas dan mementingkan kesehatan konsumen.
52

 

 

 

                                                             
50 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 51/M-DAG/PER/7/2015 
51 Undang – Undang RI Nomor. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen 
52

 Sanksi Undang-undang  No 7 Tahun 2014 tentang perdagangan  larangan pakaian 

bekas. 



45 
 

 

BAB IV 

TINJAUAN SADD AL-DHARI<’AH  TERHADAP PERUNDANGAN DI 

INDONESIA TENTANG LARANGAN PAKAIAN BEKAS IMPOR  

A. Tinjauan Sadd Al-Dhari<’ah Terhadap Perundangan Di Indonesia Tentang 

larangan Pakaian Bekas Impor 

Kata sadd al-dhari <„ahterdiri dari dua kata yaitu sadd yang berarti 

menyumbat atau menutup dan dhari<„ah yang berarti sarana mengantarkan 

sesuatu.
53

 Sedangkan dalam pengertian istilah us}hul fiqh yang dimaksud 

dengan al-dhari <„ah ialah sesuatu yang merupakan media dan jalan untuk 

sampai kepada sesuatu yang berkaitan dengan hukum syara‟, baik yang 

haram ataupun yang halal (yang terlarang atau yang dibenarkan) dan yang 

menuju ketaatan atau kemaksiatan.
54

 

Dalam pengertian lain secara lughawi (bahasa),al-dhari<„ah berarti: 

َُ سِيْهتَُ انَّتىِ يتَؤََ صٍّ  ُِ يًّّبانْ مَعْىَ َْ يًّّب أ اءٌ كَب نَ حِسِّ َُ مُ بٍِبَ إنِىَ انشَيْئِ سَ  

Artinya: “Jalan yang membawa kepada sesuatu, secara hissi atau ma‟nawi, 

baik atau buruk.”
55

 

Dari pengertian yang netral inilah yang diangkat oleh IbnuQoyyim 

ke dalam rumusan definisi tentang dhari <„ah, yaitu: 

يْئِ  طزَِ يْقًّب إنِىَ انشَّ ََ سِيْهتًَّ  ََ  مَب كَب نَ 

“Apa-apa yang menjadi perantara dan jalan kepada sesuatu.”
56
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Ibnu Qoyyim membaginya atas dua macam, yaitu: 

c. Kemas}lah{atan pekerjaan itu lebih kuat dari kemafsadatan. 

d. Kemafsadatan lebih besar dari kemas{lah{atan, dibagi atas empat 

bagian, yaitu: 

5. Secara sengaja ditunjukkan untuk suatu kemafsadatan, 

seperti minum–minuman keras. 

6. Pekerjaan yang pada dasarnya diperbolehkan, tetapi 

ditunjukan untuk melakukan kemafsadatan seperti nikah 

tahlil. 

7. Pekerjaan itu hukumnya boleh dan pelakunya tidak 

bertujuan untuk suatu kemafsadatan tetapi biasanya akan 

berakibat suatu kemafsadatan seperti mencaci maki 

sesembahan orang musyrik, berakibatnya mencaci maki 

balik. 

8. Suatu pekerjaan yang pada dasarnya dibolehkan, akan tetapi 

adakalanya perbuatan itu membawa kepada suatu 

kemafsadatan seperti melihat wanita yang dipinang.
57

 

Selanjutnya Badran memberikan definisi yang tidak netral terhadap 

dhari <„ahsebagai berikut: 

عِ انْمُشْتمَِمِ عَهىَ مَفْسَدَة   ُْ ُْ صِمُ إنِىَ انشَيْئِ انْمَمْىُ ا نْمُ َُ ٌُ 

Artinya: “Apa yang menyampaikan kepada sesuatu yang terlarang yang 

mengandung kerusakan.”
58
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Sedangkan Wahbah Zuhaili memilih definisi yang netral seperti 

definisi yang diungkapkan oleh Ibnu Qoyyim. Karena arti lughawi ini 

mengandung konotasi yang netral tanpa memberikan penilaian kepada 

hasil perbuatan.
59

 

Dalam pembahasan hukum taklifi tentang“wajib” telah diuraikan 

tentang hukum melakukan segala sesuatu yang membawa kepada dan 

mendahului suatu perbuatan wajib, yang disebut “muqaddimah wajib”. Ia 

adalah was}ilah(perantara) kepada suatu perbuatan yang dikenai hukum, 

maka ia disebut dhari<„ah. Oleh karena itu para penulis dan ulama us}hul 

memasukkan pembahasan tentang muqaddimah wajib ke dalam 

pembahasan tentang dhari <„ah; karena sama-sama sebagai perantara kepada 

sesuatu.
60

 

Badran dan Zuhaili membedakan antara muqaddimah wajibdengan 

dhari <„ah. Perbedaannya terletak pada ketergantungan perbuatan 

pokokyang dituju kepada perantara atau was}ilah.Pada dhari <„ahhukum 

perbuatan pokok tidak tergantung pada perantara.
61

 

Kalau ingin membedakan di antara keduanya akan lebih tepat 

kalau dilihat dari segi bentuk perbuatan pokok yang berada dibalik 

perantara itu. Bila perbuatan pokok yang dituju adalah perbuatan yang 

disuruh, maka was}ilah-nya disebut muqaddimah. Sedangkan bila 
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perbuatan pokok yang dituju adalah perbuatan yang dilarang, maka 

was}ilah-nya disebut dhari <„ah.
62

 

Para ahli fiqh membagi al-dhari<„ah menjadi 4 (empat) katagori. 

Pembagian ini mempunyai signifikasi manakala dihubungkan dengan 

kemungkinan membawa dampak negatif (mafsadah) dan membantu 

tindakan yang telah diharamkan. Adapun pembagian itu adalah sebagai 

berikut: 

5. Dhari <„ahyang secara pasti dan meyakinkan akan membawa kepada 

mafsadah. Misalnya, menggali sumur di tengah jalan umum yang 

situasinya gelap. Terhadap dhari <„ah semacam ini, para ahli us}hul fiqh 

telah bersepakat menetapkan keharamannya. 

6. Dhari <„ah yang berdasarkan dugaan kuat akan membawa kepada 

mafsadah. Misalnya, menjual buah anggur kepada orang atau 

perusahaan yang biasa memproduksi minuman keras. Terhadap 

dhari <„ah semacam ini, para ahli us}hul fiqh juga telah bersepakat 

menetapkan keharamannya. 

7. Dhari <„ah yang jarang atau kecil kemugkinan membawa kepada 

mafsadah,seperti menanam dan membudidayakan buah anggur. 

Terhadap dhari<„ah semacam ini, para ahli us}hul fiqh bersepakat 

menetapkan kebolehannya. 

8. Dhari <„ah yang berdasarkan asumsi biasa (bukan dugaan kuat) akan 

membawa mafsadah. Misalnya, transaksi jual-beli secara kredit. 
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Berdasarkan asumsi biasa, transaksi demikian akan membawa kepada 

mafsadah, terutama bagi debitur. Mengenai dhari<„ah semacam ini, 

para ulama berbeda pendapat. Ada yang berpendapat, perbuatan 

tersebut dilarang atau menjadi haram atas dasar Sadd al-dhari <„ah, dan 

ada juga yang berpendapat sebaliknya. 

Terlepas dari kategori mana dhari<„ahyang harus dilarang atau 

diharamkan,yang jelas dapat di pahami ialah dalil Sadd al-

dhari <„ahberhubungan memelihara kemaslahatan dan sekaligus 

menghindari mafsadah.
63

 

Malik bin Anas dan Ahmad bin Hambal, keduanya sang maestro 

madhab fiqh terkenal, menerima sadd al-dhari <„ah sebagai hujjah 

syar‟iyah.  

Sedangkan al-Shafi„i dan Abu Hanifah, keduanya juga sang 

maestro madhab fiqh terkenal, menerima sadd al-dhari <„ah.Sedangkan 

secara istilah sadd al-dhari<„ahialah mencegah sesuatu perbuatan agar tidak 

sampai menimbulkan al-mafsadah (kerusakan), jika ia akan menimbulkan 

mafsadah.
64

 

Sedangkan menurut Imam al-Sha<t}ibi, sebagaimana yang ditulis 

oleh Rahmat Syafi‟i dalam bukunya, yang dimaksud sadd al-

dhari <„ahialah: 

َُ مَصْهحََتُ إِ  مُ بِمَب ٌُ صُّ َُ نىَ مَفْسَدَة  انَتَّ  
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Artinya:“melaksanakan suatu pekerjaan yang semula mengandung 

kemaslahatan menuju pada suatu kerusakan (kemafsadatan)”.
65

 

Menurut al-Sha<t}ibi ada kriteria yang menjadikan suatu perbuatan 

itu dilarang yaitu: 

d. Perbuatan yang tadinya boleh dilakukan itu mengandung kerusakan; 

e. Kemafsadatan lebih kuat daripada kemas}lah}atan; 

f. Perbuatan yang dibolehkan syara‟ mengandung lebih banyak unsur 

kemafsadatan.
66

 

Berdasarkan paparan data pada bab III, Undang – undang No.7 

tahun 2014 tentang perdagangan menyatakan bahwa setiap melakukan 

usaha atau berdagang ada   aturan hukum yang berlaku. Hal ini 

dimaksudkan bahwa peran perdagangan sangat penting dalam 

meningkatkan pembangunan ekonomi, namun dalam memenuhi kebutuhan 

untuk menghadapi tantangan pembangunan nasional sehingga diperlukan 

keberpihakan politik ekonomi yang memberikan kesempatan, dukungan, 

dan pengembangan ekonomi rakyat yang mencakup dengan koperasi usaha 

mikro, kecil, dan menengah. 

Undang –Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan juga 

mendefiniskan pengertian impor adalah kegiatan memasukkan barang ke 

dalam daerah pabean. Kemudian pengertian illegal adalah tidak sah 

menurut hukum, dalam hal ini melanggar hukum, barang gelap, liar, 

ataupun tidak ada izin dari pihak yang bersangkutan.Dalam konteksnya, 
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impor illegal pakaian bekas ini termasuk ke dalam perdagangan 

internasional, yaitu perdagangan antar Negara berdasarkan kesepakatan 

bersama. Pengertian dari perdagangan internasional itu sendiri yaitu 

perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu Negara dengan 

penduduk Negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Penduduk yang 

dimaksud dapat berupa antar perorangan (individu dengan individu), 

antara individu dengan pemerintah suatu Negara atau pemerintah suatu 

Negara dengan pemerintah Negara lain. Perdagangan internasional telah 

terjadi selama ribuan tahun, dan dampaknya terhadap kepentingan 

ekonomi, sosial,dan politik baru dirasakan beberapa abad 

belakangan.Perdagangan internasional pun turut mendorong 

industrialisasi, kemajuan transportasi, globalisasi, dan kehadiran 

perusahaan multinasional. 

Dalam peraturan undang –undang dibidang perdagangan 

mengharuskan adanya harmonisasi ketentuan dalam bidang perdagangan 

dengan kerangka kesatuan ekonomi guna menyikapi pengembangan situasi 

perdagangan di era globalisasi pada masa kini dan masa depan.Untuk 

itulah diperlukan dengan adanya pembentukan undang –undang 

perdagangan, yang wajib diikuti yang terkait dengan transaksi barang atau 

jasa didalam maupun diluar negeri.Perdagangan diluar negeri merupakan 

kegiatan yang dilakukan oleh ekspor atau impor atau barang dan jasa yang 

melampaui batas wilayah Negara. 
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Melanggar Peraturan Menteri Perdagangan No 51/M-

DAG/PER/7/2015 Tentang larangan Pakaian Bekas Impor. pakaian bekas 

impor tidak mengetahui resiko yang ada di pakaian bekas impor. Pakaian 

bekas imporsecara bentuk fisik tidak ada bakteri, Penelitian yang di 

lakukan Dinas Kesehatan  mendapatkan bahwa pakaian bekas terdapat 

bakteri. Kemudian pakaian bekas impor di ambil dari pengepul yang tidak 

terlebih dahulu di Uji oleh Dinas Kesehatan. Uji kesehatan dilakukan 

untuk mendapatkan sempel bakteri yang ada di pakaian bekas impor.  

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa pakaian bekas impor 

belum memenuhi persyaratan dari dinas kesehatan untuk di perjual-

belikan. Sedangkan tujuan adanya persyaratan kesehatan pada pakaian 

yang di jual adalah untuk menjamin keamanan dan kesehatan pakaian agar 

terjaga kesehatan badannya, kesehatan jasmaninya, tidak hanya bagi 

konsumen pakaian bekas impor saja tetapi untuk semua penjual pakaian. 

Keamanan pakaian bekas impor  yang belum dapat terjamin dapat 

mengakibatkan resiko penyakit kulit. Namun, jika konsumen mengalami 

penyakit kulit maka konsumen tidak bisa menuntut pedagang pakaian 

bekas impor . 

Pakaian bekas impor dikhawatirkan pakaian tersebut adalah barang 

ilegal dari luar negri. Hal ini karena biasanya pakaian yang dari luar 

mengunkan bea cukai dan di test terlebih dahulu oleh Dinas Kesehatan, 

patut diduga pakaian bekas impor tersebut berasal barang ilegal.Maka 
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dengan adanya larangan jual beli pakaian bekas impor dapatmelindungi 

para konsumen dari penyakit kulit.  

Dari uraian di atas, dalam perspektif sadd al-dhari>’ah, dapat ditarik 

kesimpulan bahwa larangan pakaian bekas impor di perundanggan di 

Indonesia tersebut  sesuai dengan. sadd al-dhari>’ah Larangan tersebut 

sesuai dengan tujuan syari‟at yakni menjaga kesehatan. Tujuan syari‟at 

menjaga kesehatan dalam pemberlakuan Larangan Pakaian Bekas Impor di 

di perundanggan di Indonesia tersebut telah memenuhi tingkatan  yaitu 

Dhari>’ah yang berdasarkan dugaan kuat membawa kepada mafsadah. 

Untuk menjaga kesehatan seseorang harus memenuhi kebutuhan pokoknya 

seperti sandang, pangan dan papan serta mencegah penyakit dengan 

maksud menjaga kelangsungan hidupnya. Jika Pakaian Bekas Impor terus 

digunakan, maka akan mengancam kesehatan para konsumennya. 

B. Tinjaun Sadd Al-Dhari<’ah Terhadap Sanksi Larangan Impor Pakaian Bekas 

Di Perundangan Di Indonesia 

Tujuan pemberian sanksi (hukuman) bagi pelanggar larangan pakaian 

bekas impor di perundanggan diindonesia adalah pertama, menciptakan 

keamanan, kesehatan, kebersihan dan kenyamanan para konsumen. Kedua, 

menegakkan Peraturan undang-undang perdagangan dan Menteri 

Perdagangan dengan penindakan yang menimbulkan efek jera bagi pelanggar 

larangan jual beli pakaian bekas impor. Pemberian sanksi mulai dari teguran 

hingga denda dengan pengaman barang bukti tersebut dilakukan untuk 
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memberikan efek jera pada para pedagang pakaian bekas impor yang masih 

belum memetuhi aturan, agar mereka berhenti menjual pakaian bekas impor. 

Sanksi Pidana adalah suatu hukuman sebab akibat, sebab adalah kasusnya 

dan akibat adalah hukumnya, orang yang terkena akibat akan memperoleh 

sanksi baik masuk penjara ataupun terkena hukuman lain dari pihak berwajib. 

Sanksi Pidana merupakan suatu jenis sanksi yang bersifat nestapa yang 

diancamkan atau dikenakan terhadap perbuatan atau pelaku perbuatan pidana 

atau tindak pidana yang dapat menggangu atau membahayakan kepentingan 

hukum.Sanksi pidana pada dasarnya merupakan suatu penjamin untuk 

merehabilitasi perilaku dari pelaku kejahatan tersebut, namun tidak jarang 

bahwa sanksi pidana diciptakan sebagai suatu ancaman dari kebebasan 

manusia itu sendiri. Pidana adalah penderitaan atau nestapa yang sengaja 

dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi unsur 

syarat-syarat tertentu, sedangkan Roslan Saleh menegaskan bahwa pidana 

adalah reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja 

dilimpahkan Negara kepada pembuat delik. 

 Sanksi denda merupakan bentuk pidana tertua bahkan lebih tua dari 

pidana penjara, mungkin setua dengan pidana mati. Pidana denda adalah 

kewajiban seseorang yang telah dijatuhi pidana denda tersebut oleh 

Hakim/Pengadilan untuk membayar sejumlah uang tertentu oleh karana ia 

telah melakukan suatu perbuatan yang dapat dipidana, Hal ini disebabkan 

karena pembentuk undang-undang telah menghendaki agar pidana denda itu 

hanya dijatuhkan bagi pelaku-pelaku dari tindak-tindak pidana yang sifatnya 
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ringan saja. Oleh karena itu pula pidana denda dapat dipikul oleh orang lain 

selama terpidana. Walaupun denda dijatuhkan terhadap terpidana pribadi, 

tidak ada larangan jika denda ini secara sukarela dibayar oleh orang atas 

nama terpidana.
67

 

Sebagaimana dipaparkan dalam bab III di undang-undang perdagangan di 

indonesia pakaian bekas impor sudah di atur sanksi pidana dalam Peraturan 

Menteri Perdagangan No 51/M-DAG/PER/7/2015 Tentang Larangan Pakaian 

Bekas Impor. Maka dari itu, untuk mengatasi maraknya para penyebaran 

pakaian bekas impor, menjaga keamanan, kesehatan, ketertiban, pemerintah 

melakukan penertiban kepada importir pakaian bekas impor dengan berbagai 

upaya-upaya baik secara preventif maupun represif berupa penindakan 

dengan melalukan sosialisasi, teguran hingga sanksi penyitaan barang 

tersebut. Sanksipenyitaan yang akan diterapkan dengan memberikan denda 

dan pidana kepada para pedangang pakaian bekas.  

Hak pertama dan paling utama yang diperhatikan Islam adalah hak hidup, 

hak yang disucikan dan tidak boleh dihancurkan kemuliannya. Maka tidak 

mengherankan bila jiwa manusia dalam syari‟at Allah sangatlah dimuliakan, 

harus dipelihara, dijaga, dipertahankan, tidak menghadapkannya dengan 

sumber-sumber kehancuran/kerusakan. Sedangkan salah satu caranya adalah 

dengan menerapkan sanksi atau hukuman.  

Lantaran pentingnya pemeliharaan jiwa, maka syari‟at Islam dengan tegas 

mengharamkan pembunuhan terhadap siapapun dan dalam segala bentuknya, 
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termasuk perbuatan bunuh diri. Meskipun tampaknya bunuh diri adalah 

tindakan yang paling sedikit resikonya terhadap orang lain, namun Allah 

tetap mengancam perbuatan itu sebagai suatu tindakan aniaya. Allah 

berfirman dalam Q.S. al-Nisa >‟ ayat 29 dan 30 yang berbunyi: 

                    

                    

           

Artinya:…..Dan janganlah kamu membunuh dirimu sendiri, sesungguhnya 

Allah Maha Pengasih kepadamu, dan barang siapa yang melakukan itu 

sebagai tindakan pelanggaran dan aniaya, niscaya kami akan memasukkan 

dia ke dalam neraka. 

Allah dan Rasul-Nya mengancam para pelaku bunuh diri yang membunuh 

dirinya, mempercepat hidupnya, dan menghilangkan nyawa dengan berbagai 

siksa di akhirat, pada hari dimana semua makhluk berdiri menghadap Tuhan 

semesta alam. 

Menurut hukum pidana Islam, hukuman adalah pembalasan sebagaimana 

yang diungkapkan oleh Abdul Qadir Audah sebagai berikut: “hukuman 

adalah pembalasan yang ditetapkan untuk memelihara kepentingan 

masyarakat, karena adanya pelanggaran atas ketentuan-ketentuan syara”. 

Hukuman-hukuman yang dibuat selain bertujuan untuk kepentingan 

masyarakat dan menjaga stabilitas keamanan umum adalah untuk menjunjung 

tinggi keadilan.
68
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Menurut teori pidana Islam, tujuan pokok dalam penjatuhan hukuman 

dalam syari‟at Islam ialah pencegahan (al-raddu wa al-zajru) dan pengajaran 

serta pendidikan (al-is{lah} wa al-tahdzib). Pencegahan adalah menahan 

pelaku agar tidak mengulangi perbuatan yang dilarang atau agar tidak terus 

menerus melakukan perbuatan yang dilarang. Pencegahan juga menahan 

orang lain untuk melakukan perbuatan yang dilarang dan menjauhkan diri 

dari lingkungan jarimah.
69

 Sedangkan pengajaran dilakukan dengan 

memberikan pelajaran dan mengusahakan kebaikan terhadap masyarakat, 

sehingga penjauhan terhadap jarimah bukan karena takut hukuman, 

melainkan karena kesadaran diri dan kebenciannya terhadap jari>mah.
70

 

Dari analisis sadd al-dhari<’ah sanksi yang diberikan kepada pedagang 

pakaian bekas impor yang melanggar aturan tersebut sesuai dengan tujuan 

syari‟at melindungi harta/melindungi jiwa. Penerapan sanksi ini bertujuan 

untuk melindungi harta/melindungi jiwa. Jika sanksi tidak diterapkan, maka 

para pedagang pakaian bekas impor masih tetap melanggar peraturan 

sehingga hal ini akan mempersulit Dinas perdagangan untuk merealisasikan 

perlindungan jiwa masyarakat dalam kesehatan. 

Dari analisis hukum islam sanksi yang diberikan kepada pedagang pakaian 

bekas impor berupa sanksi ta‟zir karena melanggar keamanan konsumen yang 

memakai pakaian bekas impor yang mengakibatkan para konsumen terkena 

penyakit kulit, di dalam pakaian bekas impor terdapat bakteri yang tidak 

diketahui oleh pedagang dan konsumen dan bisa juga di kenakan sanksi 

mukhalafat karena para pedagang melanggar peraturan yang telah dibuat oleh 

pemerintah untuk melindungi para konsumen. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Setelah penulis mengamati dan meneliti kembali dari analisis 

keselurahan dalam skripsi ini, maka penulis menarik kesimpulan untuk  

menjawab rumusan masalah sebelumnya, yakni: 

1. Peraturan tentang larangan pakaian bekas impor ini hanyalah bermaksud 

menjaga masyarakat terhindar dari penyakit kulit. Dalam peraturan ini 

tidak pula terdapat kemudahan atau keringanan yang diberikan kepada 

subyek yang bersangkutan. Tujuan murni dalam peraturan larangan 

pakaian bekas impor murni untuk menjaga kesehatan masyarakat. 

Dengan demikian, pertaruan larangan pakaian bekas impor termasuk 

sadd al-dhari >‟ah karena merupakan upaya penerimaan terhadap segala 

sesuatu yang baik dan menghindari segala sesuatu yang jelek yang 

ditolak oleh akal sehat. Dilihat dari tujuannya, kebijakan larangan 

pakaian bekas impor ditetapkan berdasarkan kemaslahatan umum,sehin 

gga program larangan pakaian bekas impor sesuai dengan maqa>s}id al-

shari>’ah dalam hal perlindungan kesehatan para konsumen, memenuhi 

kebutuhan masyarakat serta demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat. 

Pada akhirnya, larangan pakaian bekas impor masih sangat dibutuhkan 

berdasarkan adanya kemashlahatan yang ingin dicapai serta menghindari 

ancaman kesehatan konsumen yang dapat menimbulkan kerugian. 
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Melalui pertauran ini, pemerintah memberikan perlindukan bagi 

masyarakat agar terbebas dari penyakit kulit dan bakteri yang ada di 

pakaian bekas impor. Sehingga pelaksanaan peraturan ini tentu perlu 

terus dikawal dan dikembangkan agar semakin maksimal terwujudnya 

tujuan yang hendak dicapai. 

2. Peraturan perdangangan tentang larangan impor pakaian bekas 

menerapkan sanksi pada importir dan produsen yang menjual pakaian 

bekas impor dengan cara memberikan denda dan hukuman pidana agar 

tidak menjual pakaian bekas impor, pemerintah memberlakukan 

peraturan tersebut dengan tujuan melindungi para konsumen supaya 

terhindar dari penyakit yang ada di pakaian bekas impor.  

B. Saran-saran 

1. Bagi Pemerintah 

Meskipun peraturan ini sangat bagus dan dibutuhkan untuk melindungi 

para konsumen, akan tetapi reformasi peraturan ini masih dibutuhkan 

sesuai kebutuhan masyarakat di masa yang akan datang. Dinas 

Perdagangan sebagai penanaggung jawab pelaksanaan peraturan ini 

diharapkan selalu memberikan wawasan pada pedagang dan masyarakat 

hingga sekup terkecil. Karena banyak pedagang dan masyarakat yang 

belum mengetahui peraturan ini. 

2. Bagi Peneliti 

Bagi peneliti diperlukan penelitian lebih lanjut terhadap Perundangan di 

indonesia tantang larangan pakaian bekas impor. pada penelitian di 
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bidang pakaian, diharapkan adanya penelitian lanjutan terhadap beberapa 

pembahasan di bidang hukum Islam yakni terkait efektifitas larangan ini. 
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